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I. PENDAHULUAN

Studi politik luar negeri yang saya tekuni mulai terbangun sejak
melanjutkan studi S2 International Relations, Monash Universi-
ty, pada 1991. Sebuah bidang studi yang tidak pernah terbayang-
kan sebelumnya dengan kesarjanaan S1 Jurusan Ilmu Pemerin-
tahan, FISIPOL, UGM. “Kecelakaan bidang studi” inilah yang
pada akhirnya menjadi sejarah titik balik menekuni studi politik
luar negeri.

Studi yang semakin ditekuni setelah selesai Program Master
pada 1994 hingga saat ini telah menempuh perjalanan panjang.
Di sepanjang perjalanan tersebut, politik luar negeri Indonesia
juga mengalami dinamika perubahan dan perkembangan akibat
dari pengaruh lingkungan politik domestik dan internasional'".

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan sistem
politik mendasar dengan tumbangnya Soeharto. Peristiwa
tersebut menandai sebuah babak baru sejarah Indonesia dari
Orde Baru ke Era Reformasi yang demokratis. Selain itu, krisis
finansial ekonomi Asia pada Juli 1997 juga memberikan imbas
memburuknya kondisi sosial ekonomi dan politik domestik.

Pada saat itu pula, Indonesia sedang mengalami periode
demokratisasi dengan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan
Megawati sebagai pemimpin transisi sampai dengan pemilihan
umum presiden secara langsung untuk pertama kalinya digelar
pada 2004 yang menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) sebagai pemimpin tertinggi. Hal ini menjadi tantangan
bagi SBY dalam memproyeksikan Indonesia di luar tantangan




domestiknya dan mengangkat kembali profil internasional yang
pernah dinikmati pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Pada masa SBY, kondisi ekonomi dan politik yang secara
perlahan mengalami perkembangan positif mengantarkan
Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia
setelah India dan Amerika Serikat. Indonesia menjadi salah satu
dari sedikit negara berpenduduk mayoritas Muslim yang aktif
dalam introduksi dan konsolidasi demokrasi.

Pada masa SBY, politik luar negeri bebas-aktif dijalankan
dengan pendekatan all-directions foreign policy. Pada tataran
praktis, hubungan dan kerja sama yang baik dengan semua
negara diimplementasikan dengan semangat a million friends,
zero enemies. Pendekatan ini dipertajam dengan fokus Indonesia
untuk menjadi jembatan penghubung (bridge builder) antara
berbagai kepentingan dan posisi dalam kancah internasional.
Aktivitas baru yang menjadi platform kebijakan luar negeri pada
era pemerintahan SBY ini menyebabkan Indonesia kemudian
dipandang memiliki posisi dan peran yang semakin penting
dalam percaturan global sebagai negara kekuatan menengah
(middle power)*.

Ketika Presiden SBY digantikan Joko Widodo (Jokowi)
tahun 2014, politik luar negeri Indonesia memiliki visi politik
internasional berbeda. Jokowi memaknai bebas aktif dalam
politik luar negeri Indonesia dengan pendekatan yang lebih
pragmatis, yang dapat memberikan keuntungan domestik dan
memperkuat kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Poli-
tik luar negeri juga mengalami perubahan paradigmatik dengan
identitas sebagai negara kepulauan®*.

Meskipun ada perbedaan orientasi politik luar negeri,
Jokowi dan SBY memiliki pandangan sama tentang Indonesia
sebagai negara kekuatan menengah serta berupaya membangun




diplomasi kekuatan menengah. Hal ini terlihat dari proyeksi di-
plomasi kekuatan menengah sebagai target Renstra Kementerian
Luar Negeri 2015-2019 dan 20202024, yakni memperluas ke-
terlibatan dan meningkatkan peran global sebagai middle power
untuk mewujudkan dan menjaga perdamaian dan keamanan
dunia serta kemakmuran bersama’. Peran ini menjadi semakin
penting terutama di tengah ketidakpastian situasi keamanan dan
ekonomi global.

Perkembangan dinamis politik internasional tersebut
memunculkan persoalan sangat mendasar dalam pemikiran,
konsep, dan desain kebijakan, terutama dalam politik luar negeri
Indonesia. Pendekatan kekuatan menengah digunakan untuk me-
lihat respons Indonesia sebagai negara kekuatan menengah yang
memiliki kemampuan khas memengaruhi tatanan internasional.
Negara kekuatan menengah bukan semata “policy takers”, me-
lainkan juga dapat berperan sebagai “policy makers” yang ikut
berperan aktif dalam tatanan global politik internasional®.

Sekalipun konsep Indonesia sebagai negara kekuatan mene-
ngah sudah mulai digunakan pada masa kepemimpinan SBY dan
Jokowi, tetapi sebagai sebuah kajian akademik, konsep tersebut
masih belum banyak dilakukan. Orasi ilmiah ini merupakan
upaya mengisi gap akademik tersebut dengan secara reflektif
melihat kembali sejauh mana Indonesia pada Era Reformasi,
khususnya masa pemerintahan SBY dan Jokowi, mengukuhkan
status dan perannya sebagai negara menengah di tengah pusaran
regional dan global.




II. MEMAHAMI INDONESIA SEBAGAI NEGARA
KEKUATAN MENENGAH: DIMENSI TEORETIS

Negara kekuatan menengah sebagai sebuah konsep ditemukan
secara acak pada studi-studi hubungan internasional sejak abad
ke-15. Meskipun demikian, negara kekuatan menengah sebagai
sebuah konsep hingga kini masih “contested” dan belum ada
kesepakatan pendapat’. Pada awalnya, konsep ini dipakai dalam
diskursus akademik untuk memahami tatanan hierarki dalam in-
ternational society. Negara kekuatan menengah adalah negara
yang berada pada bagian tengah hierarki sehingga juga memiliki
kemampuan memengaruhi yang moderat, yaitu lebih rendah dari
negara-negara great power, tetapi berada di atas negara-negara
small power.

Definisi di atas sifatnya umum sehingga menyulitkan untuk
memahami lebih dalam politik luar negeri Indonesia sebagai
negara kekuatan menengah. Pemahaman tentang negara me-
nengah perlu dilengkapi dengan tiga pendekatan lain, yaitu
(1) kepemilikan kapabilitas (middlepowerhood), (2) perilaku
(middlepowermanship), dan (3) faktor ideational®.

Pendekatan pertama mengangkat argumen status Indonesia
sebagai negara kekuatan menengah adalah berkat kepemilikan-
nya atas sejumlah elemen material yang menjadi sumber daya
utama, seperti populasi, geografi, kekuatan militer, dan kekuatan
ekonomi. Kepemilikan material ini sangat strategis sebagai
unsur penting kekuatan nasional suatu negara dan berimplikasi
langsung pada kemampuannya dalam memperjuangkan kepen-
tingan nasional. Pendekatan ini antara lain dikemukakan oleh
Jonathan H. Ping, yang menyatakan Indonesia dan Malaysia se-
bagai middle power di Asia Pasifik karena memenuhi prasyarat
jumlah penduduk, wilayah geografi, pengeluaran militer, GDP,




gross national income (GNI) per kapita, dan angka harapan
hidup'®. Kepemilikan power pada tingkat menengah membuat
negara kekuatan menengah memiliki ruang untuk melakukan
manuver-manuver ketika berhadapan dengan negara besar.
Mengingat kapabilitas material dalam parameter masing-masing
elemennya bisa menggunakan ukuran berbeda, maka pemaknaan
middle powers yang hanya dari kapabilitas material menjadi ku-
rang lengkap. Kelemahan ini memunculkan pendekatan perilaku
untuk menentukan kekuatan menengah.

Studi politik luar negeri Indonesia yang menggunakan
pendekatan ini antara lain dilakukan oleh Beeson dan Lee?,
serta Thies dan Sari!'. Menurut Beeson dan Lee, Indonesia “has
not only begun to act like a middle power in playing a more
prominent part in various multilateral organizations, but has
also begun to use the language of middlepowerdom is especially
significant™. Perilaku kekuatan menengah yang dimaksud
adalah tindakan Indonesia yang semakin banyak terlibat dalam
kerja sama multilateral yang berupaya mewujudkan nilai-nilai
good international citizenship, international order, dan berpe-
ran sebagai coalition-builders, bridge builders, peace keepers,
dan conflict mediator. Sementara itu, de Swilande berpendapat
negara kekuatan menengah tidak terbatas pada perilaku passive
followers atau status quo followers, melainkan bisa juga sebagai
“critical followers, toxic followers, reformist and swing states™'?.
Lebih lanjut, suatu negara sebagai kekuatan menengah, menurut
Thies dan Sari, bukanlah proposisi sekali dan untuk semua.
Indonesia terkadang dapat memenuhi harapan perilaku kekuatan
menengah tetapi di lain waktu tidak. Indonesia di bawah Presiden
Sukarno, Habibie, dan Abdurrahman Wahid tidak berperilaku
sebagai middle powers".




Baik faktor material maupun perilaku sama-sama penting
dalam mempelajari negara kekuatan menengah, tetapi tidak
mampu menangkap kompleksitas politik luar negeri Indonesia
sebagai negara menengah. Menurut Laksmana dan Acharya,
power yang dimiliki Indonesia beragam, tidak hanya bersifat
material, melainkan juga nonmaterial'*'*. Power diperoleh dari
posisi ideasional atau normatifnya atas berbagai isu seperti
demokrasi, HAM, Islam, stabilitas, dan pembangunan. Presiden
SBY berhasil mengombinasikan demokrasi, pembangunan, dan
stabilitas'’. Penegasan identitas dan peran negara ini penting
untuk memahami bagaimana Indonesia bertindak dalam sistem
internasional. Emmers dan Teo menilai Indonesia lebih berhasil
sebagai normative middle power karena mampu mempro-
mosikan ide-ide di multilateral dan internasional, dibandingkan
functional middle power sebagai implikasi keterbatasan sumber
daya material®>.

Berdasarkan pandangan di atas, hubungan di antara
kepemilikan kapasitas menjadi syarat mutlak dengan ditambah
pengaruh faktor ideasional yang mendorong perilaku sebagai
negara kekuatan menengah. Perilaku negara kekuatan menen-
gah terhadap dinamika politik global merupakan perilaku ra-
sional. Aktivitas negara kekuatan menengah merupakan sebuah
kebutuhan demi menghindari pertikaian negara besar yang
dapat menyudutkan negara menengah. Sistem internasional
dalam kerangka negara kekuatan menengah bukan semata ber-
sifat self-help, melainkan juga other-help dengan menekankan
pada multilateralisme dan koalisi sesama negara menengah'S.
Dukungan pada stabilitas dan perdamaian dunia merupakan
pilihan rasional demi menjaga survival negara kekuatan mene-
ngah di tengah dinamika perubahan dan perkembangan tatanan
regional dan global.




II1. BANGKITNYA KEKUATAN MENENGAH
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Pada tahun awal transisi dimulainya era reformasi, sulit mene-
mukan pandangan ahli yang menyatakan bahwa Indonesia ada-
lah negara kekuatan menengah. Hal itu karena negara kepulauan
ini dihadapkan pada berbagai persoalan multidimensi. Kondi-
si tersebut menempatkan Indonesia sebagai “weak state” dan
“weak power”, bahkan juga diprediksikan “collapse” dan me-
ngalami ‘balkanisasi’!’.

Namun, di luar prediksi tersebut, secara bertahap Indonesia
mengalami pemulihan ekonomi-politik pasca-pemerintahan
Presiden Megawati (2004). Indonesia yang terjerembab dalam
krisis secara perlahan mampu mengatasi masalah domestik.
Aktivitas baru menjadi platform kebijakan luar negeri pada era
pemerintahan SBY dan Indonesia selanjutnya menjadi salah
satu negara kekuatan menengah yang diperhitungkan dalam per-
caturan internasional. Menteri Luar Negeri AS semasa Obama,
Hillary Clinton, misalnya, menyatakan Indonesia sebagai ...
key drivers of the global economy, important partners for the
United States, and increasingly central contributors to peace

and security in the region”'®.

3.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Aktivitas Politik
Luar Negeri Indonesia sebagai Negara Kekuatan
Menengah

Kondisi ekonomi-politik domestik yang semakin positif mem-
berikan ruang kepada pemerintahan SBY dan Jokowi untuk le-
bih memberikan perhatian pada isu global. Tentu, sebagaimana
negara-negara lain di dunia, Indonesia juga mengalami dampak
berat penyebaran pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020.




Namun hal tersebut tidak menyurutkan Indonesia melalui ber-
bagai inisiatif politik luar negeri untuk terus aktif meningkatkan
posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah di dunia in-
ternasional.

Hal ini berbeda dengan pemerintahan era Reformasi semasa
dipimpin Presiden B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan
Megawati, ketika keterlibatan global kurang menjadi fokus.
Durasi kepemimpinan yang relatif pendek dan fokus pada ke-
bijakan domestik untuk penataan struktur ekonomi dan politik
domestik yang masih rentan sebagai implikasi krisis ekonomi
1997 tampaknya menjadi faktor kendala keterlibatan mereka
dalam percaturan internasional.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan munculnya kembali
aktivitas politik luar negeri Indonesia sebagai negara kekuatan
menengah sejak pemerintahan SBY hingga Jokowi saat ini,
yaitu (1) menguatnya kepemilikan material, dan (2) menguatnya
identitas dan peran internasional .

3.1.1 Menguatnya Kepemilikan Material

Sebagaimana halnya emerging powers lainnya, dasar Indonesia
berperan aktif pada kancah internasional adalah kepemilikan
material, yang oleh Manicom dan Reeves disebut middle-
powerhood. Indonesia berdasarkan kapabilitas materialnya me-
rupakan negara yang memiliki potensi besar dilihat dari antara
lain geografi, penduduk, ekonomi dan militer.

Secara geografi, Indonesia memiliki posisi strategis dalam
geopolitik dan geoekonomi global. Indonesia merupakan negara
kepulauan terbesar di dunia yang berada di jalur persilangan dua
samudra (Pasifik dan Hindia) dan dua benua (Asia dan Australia),
serta dilalui jalur pelayaran perdagangan internasional, yaitu
Selat Malaka, Sunda, Makassar dan Lombok. Indonesia juga




merupakan wilayah yang terluas di Asia Tenggara dan kaya akan
sumber daya alam?’.

Sejak era Presiden SBY pada 2004, pereckonomian dan
kondisi politik domestik juga dapat dikatakan secara bertahap
mulai stabil. Transisi yang sempat bergejolak sejak dimulainya
demokratisasi 1998 juga relatif mulai terkendali. Eksistensi
SBY dan Jokowi pun sangat kuat mengingat pemerintahannya
merupakan hasil pemilihan presiden langsung. Pemilihan kepala
daerah (pilkada) serentak pun dilaksanakan pada 2015, 2017,
2018, dan 2019. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia,
Indonesia menjadi model ideal tempat demokrasi dan Islam
dapat berjalan beriringan. Sekalipun demikian, upaya konso-
lidasi demokrasi tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai
harapan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami
kemunduran kualitas demokrasi atau regresi demokrasi. Ini
terindikasi dari laporan Freedom House tentang Freedom in the
World, bahwa hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia terus
mengalami kemunduran dari nilai 62 di tahun 2019 menjadi 61
dan 59 di tahun 2020 dan 2021.

Dari aspek ekonomi, Indonesia mampu menggerakkan
pertumbuhan ekonomi yang positif. Semasa pemerintahan
SBY dan Jokowi, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sekitar
5-6%, Produk Domestik Bruto peringkat ke-16 di dunia pada
2016 dan diprediksi peringkat ke-7 pada 2030 dan menjadi
anggota tetap forum G20. Pandemi Covid memang telah
membuat perekonomian Indonesia terguncang hingga minus
5,32% pada kuartal 1/2020. Namun, sejalan dengan penurunan
jumlah kasus Covid-19 serta pelonggaran pembatasan sosial,
pertumbuhan ekonomi perlahan mengalami perbaikan dan pada
kuartal 1I/2021 tercatat sebesar 7,07%?>'. Oleh karena itu, tidak
mengherankan jika kemudian Goldman Sachs memproyeksikan




masa depan ekonomi Indonesia yang positif dalam terminologi
“The Next-11 (N-11)".

Dari aspek kekuatan militer, elemen yang paling menentukan
dari kekuatan militer suatu negara adalah jumlah anggaran per-
tahanan per tahun. Hingga 2004, anggaran pertahanan Indonesia
relatif rendah. Pemerintah kemudian secara bertahap mengim-
plementasikan rencana strategis di bidang pertahanan yang
disusun pada 2005 untuk mencapai Minimum Essential Force
(MEF) pada 2024. Salah satunya mengalokasikan peningkatan
anggaran pertahanan untuk pemenuhan MEF mulai 2010-2024
sebesar Rp471 triliun*. Di tengah tuntutan kenaikan fiskal yang
timbul dari pandemi Covid-19, Indonesia tetap berkomitmen
mempertahankan tingkat pertumbuhan belanja pertahanannya.
Anggaran pertahanan tahun 2021 adalah Rp137 triliun, naik
16% dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp118 triliun®.

Politik luar negeri memerlukan semacam daya tawar guna
menunjang posisi tawar’*. Daya tawar di sini adalah kapabilitas
material, yakni sumber daya yang besar dari aspek geografi,
penduduk, ekonomi, dan militer. Kapabilitas ini menjadi
kekuatan penting ketika harus berhadapan dengan negara lain.
Meskipun Indonesia memiliki potensi kapabilitas yang besar,
tetapi dari aspek power masih menjadi tantangan, sebagaimana
tercermin melalui 4sia Power Index 2019. Laporan Lowy Insti-
tute ini menunjukkan posisi Indonesia yang cenderung stagnan
pada ranking 11 dari 25 negara, berada di atas Vietnam tetapi di
bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.

3.1.2 Menguatnya Identitas dan Peran Internasional

Bangkitnya kembali keterlibatan internasional Indonesia pas-
ca- Soeharto juga disebabkan oleh penguatan identitas peran
Indonesia. Sesuai dengan paradigma konstruktivis, perilaku




negara dipengaruhi oleh identitas negara tersebut. Tingginya
keterlibatan Indonesia dalam kancah global dapat dipahami
mengingat Indonesia menyandang berbagai peran internasional
yang diaktualisasikan ke dalam pelbagai kebijakan luar negeri.

Sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik
Indonesia, identitas politik luar negeri Indonesia ada yang bersi-
fat tetap dan tidak tetap. Secara tetap, identitas politik luar negeri
mengacu secara normatif pada prinsip dasar politik luar negeri
sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. Kutipan alinea kesatu dan keempat Pembukaan tersebut
memuat secara jelas tiga butir penting prinsip dasar politik
luar negeri Indonesia, yaitu komitmen pada antikolonialisme,
persamaan/kesederajatan antarbangsa di dunia, dan kepentingan
nasional. Di dalam Pembukaan UUD 1945 juga disebutkan
lima butir Pancasila yang sekaligus menjadi landasan ideal bagi
politik luar negeri RI. Di samping landasan konstitusional dan
ideal di atas, politik luar negeri Indonesia juga bertumpu pada
prinsip Bebas Aktif.

Meskipun secara normatif historis Indonesia mengklaim
memiliki prinsip-prinsip di atas, dalam pelaksanaannya dapat
berjalan tidak tetap serta sering terjadi improvisasi disesuaikan
dengan perkembangan kondisi domestik dan internasional.
Ketika Soekarno berkuasa, politik luar negeri yang ditampilkan
adalah antikolonialisme dan imperialisme, serta cenderung lebih
mendekatkan diri pada blok komunis. Sementara itu, ketika era
Soeharto, politik luar negeri cenderung lebih dekat ke Barat.
Pada era Reformasi, Indonesia memasuki suatu era baru dari
suatu sistem otoriter menuju sistem demokrasi, dan karenanya
nilai-nilai demokrasi serta komitmen dalam menghormati HAM
menjadi aspek penting dalam politik luar negeri Indonesia?*26%’,




Identitas peran Indonesia ini diperluas pada masa pemerin-
tahan SBY. Politik luar negeri semasa SBY lebih memperkuat
prinsip aktif dengan berbagai peran yang diambil Indonesia
sebagai demokrasi muslim, norms setter, consensus builder,
peace maker, bridge builder, serta voice of developing world®.

Pada masa Jokowi, identitas peran yang dicitrakan memiliki
persamaan dan juga perbedaan dengan identitas peran pada
masa pemerintahan sebelumnya. Politik luar negeri Jokowi juga
diarahkan pada peran sebagai pencipta perdamaian dan bridge
builder melalui komitmennya untuk terlibat aktif dalam forum
multilateral guna menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.
Namun, politik luar negeri juga diarahkan untuk pemenuhan
kepentingan nasional sebagai Poros Maritim Dunia*+°. Salah
satunya, Indonesia mendorong dilakukannya dialog dan kerja
sama di bidang maritim dengan berbagai negara di dunia. Di
ASEAN, misalnya, Indonesia memimpin pertemuan 7" ASEAN
Maritime Forum dan 5™ Expanded ASEAN Maritime Forum pada
Desember 2017. Indonesia juga secara aktif terlibat dalam Indi-
an Ocean Rim Association (IORA), Hal itu ditunjukkan ketika
pada 2016 Indonesia menggantikan Australia sebagai pimpinan
IORA. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk Afrika Selatan
periode 2018-2022, Salman Al Farisi, terpilih sebagai Sekretaris
Jenderal IORA untuk masa jabatan 2022-2024. Sebagai negara
kepulauan, Indonesia juga berperan penting dalam pembentuk-
an Archipelagic and Island States Forum (AlS Forum) pada 1
November 2018 di Manado. Bersama UNDP, Indonesia juga
menggagas Pembiayaan Biru Negara Kepulauan Anggota AIS




Forum untuk membantu mereka dalam mengatasi perubahan
iklim pada 5 November 2021 di Glasgow, Skotlandia.

3.2 Politik Luar Negeri Indonesia sebagai Negara
Kekuatan Menengah

Jika dilihat dari aspek historis, politik luar negeri Indonesia se-
jak kemerdekaan hingga kini selalu terlihat adanya upaya dari
para pembuat kebijakan untuk berperan aktif sebagai negara
kekuatan menengah di pentas internasional.

Pada Demokrasi Parlementer (1950-1959), Presiden
Soekarno asertif mendukung gerakan perlawanan terhadap
kolonialisme, imperialisme, dan neo-kolonialisme dengan cara
konstruktif melalui non-alignment, meskipun kapabilitas ma-
terial di dalam negeri yang terbatas tidak mendukung perilaku
internasional yang efektif. Namun, Indonesia mampu menyatu-
kan negara-negara di Asia dan Afrika untuk menyelenggarakan
Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang selanjutnya membuah-
kan Gerakan Non-Blok®!. Aktivitas politik luar negeri untuk
memperoleh status dan haknya sebagai negara kepulauan dari
Deklarasi Djuanda tahun 1957 melalui forum multilateral juga
dapat dilihat sebagai bentuk diplomasi Indonesia sebagai negara
menengah®?>. Namun, status ini sulit dipertahankan Soekarno
pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dengan kebijakan
luar negeri yang menjauh dari multilateralisme, antara lain de-
ngan keluar dari PBB dan konfrontasi Malaysia.

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri pada pertengahan
1960-an hingga awal 1970-an dijalankan secara low profile
dengan fokus stabilitas dan pembangunan ekonomi. Oleh karena
itu, politik luar negeri Indonesia dijalankan dengan mendekat-
kan diri pada negara-negara barat untuk menarik investasi dan
menggalang kerja sama regional melalui pembentukan Associa-




tion of Southeast Asian Nations (ASEAN) tahun 1967. ASEAN
telah memenuhi visi Soeharto akan stabilitas dan perdamaian di
kawasan yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan
ekonomi dengan baik dan negara-negara adidaya “keluar” dari
kawasan. Sepanjang tahun 1970 hingga awal 1980-an Indonesia
juga sangat aktif dalam perundingan untuk pengakuan Indonesia
sebagai negara kepulauan yang selanjutnya melahirkan kaidah
hukum laut baru dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut
(United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) ta-
hun 19823, Sejak tahun 1980-an, Indonesia juga aktif di Organi-
sasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), dan
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Tidak berlebihan
bila kemudian hingga sampai akhir periode Soeharto, politik
luar negeri Indonesia memiliki citra yang positif. Tidak saja
lebih percaya diri, Indonesia juga dipandang berperan signifikan
dalam terwujudnya perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara®*.

Pada era reformasi B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan
Megawati, relatif tidak banyak inisiatif politik luar negeri yang
dilakukan. Peran Indonesia sebagai negara menengah yang
sudah dimainkan para pemimpin pendahulu hampir terabaikan.
Mereka lebih memfokuskan penyelesaian berbagai persoalan do-
mestik. Politik luar negeri yang tercatat pada masa B. J. Habibie
adalah tawaran jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 dan
diterbitkannya UU Nomor 5/1998 dan UU Nomor 29/1999 yang
mengesahkan dua konvensi internasional berkaitan dengan hak
asasi manusia. Sementara itu, Abdurrahman Wahid mengusul-
kan kerja sama strategis antara Indonesia, India, dan Tiongkok,
serta Forum Pasifik Barat yang terdiri dari Indonesia, Filipina,
Australia, PNG, dan Timor Leste, meskipun dua inisiasi tersebut
tidak bersambut dengan positif. Di samping melakukan restruk-
turisasi organisasi Kementerian Luar Negeri, Indonesia pada
masa Megawati sebagai Ketua ASEAN tahun 2003 menginisiasi




pembentukan ASEAN Security Community yang kemudian
berganti nama menjadi ASEAN Political Security Community
sebagai salah satu pilar ASEAN Community. Isu demokrasi dan
hak asasi manusia mulai dimasukkan Indonesia dalam ASEAN,
terutama dalam ASEAN Political Security Community tersebut.
Politik luar negeri Indonesia juga ikut mendukung perang global
terhadap terorisme dan pemanasan global®>3¢37:7,

Politik luar negeri yang relatif menyurut kiprahnya kemu-
dian terlihat bangkit kembali pada masa kepemimpinan SBY
dan Jokowi. Politik luar negeri menjadi salah satu prioritas
dalam kebijakan nasional. Pemerintah mengembangkan apa
yang disebut Poole sebagai “a more activist approach” dalam
politik luar negerinya*. Meskipun orientasi kebijakan luar ne-
geri kedua pemimpin memiliki perbedaan, tetapi ada kesamaan
untuk meningkatkan peran “constructive power” sebagai negara
kekuatan menengah dengan fokus pada isu demokrasi, perda-
maian, dan keamanan.

Kebangkitan politik luar negeri Indonesia sebagai negara
menengah pada masa SBY dan Jokowi setidaknya dapat dilihat
pada dua hal, yakni (1) mempromosikan demokrasi, HAM,
Islam, dan negara kepulauan serta (2) merespons ketidakpastian
lingkungan strategis.

3.2.1 Mempromosikan Demokrasi, HAM, Islam, dan
Negara Kepulauan

SBY dan Jokowi meletakkan isu demokrasi, Islam, dan HAM
sebagai bagian dari politik luar negeri. Kedua pemimpin mem-
bangun citra Indonesia sebagai negara demokratis, peduli
HAM, dan corak Islam yang moderat. Namun, mereka memiliki
pendekatan berbeda. SBY memberi peran sentral pada ketiga isu
tersebut, sedangkan Jokowi terlihat ambigu. Meskipun Jokowi




menyatakan akan “memperkuat peran Indonesia sebagai negara
demokratis dan berpenduduk mayoritas Muslim moderat dalam
mendorong kerja sama global dan regional untuk membangun
demokrasi dan toleransi antarkelompok™®, tetapi Jokowi tidak
berupaya memproyeksikan tiga isu tersebut sebagai identitas
utama dalam politik luar negerinya. Jokowi lebih mengedepan-
kan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan di-
plomasi dan membangun kerja sama internasional.

Selama pemerintahan Presiden SBY, Indonesia mening-
katkan perannya melalui keikutsertaannya dalam berbagai isu
global governance dan forum multilateral. Pendekatan Indo-
nesia sebagai aktor penting global adalah dengan mengusung
identitas baru sebagai negara demokrasi. Realitas Islam dan
demokrasi berjalan bersama-sama di Indonesia. Hal ini menjadi
modal pemerintah untuk meningkatkan peran dalam pergaulan
internasional dengan mempromosikan identitas nasional sebagai
negara demokrasi®. Interfaith dialogues yang diselenggarakan
Indonesia dalam berbagai forum bilateral dan multilateral pada
masa SBY dan Jokowi merupakan wujud konkret diplomasi
publik politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang memi-
liki corak Islam moderat. Meningkatnya aktivitas terorisme dan
violent extremism sejak peristiwa 9/11 yang menyalahgunakan
nama Islam memberikan peluang Indonesia untuk mempro-
mosikan Islam moderat.

Berbagi pengalaman demokrasi dilaksanakan Indonesia
pada tingkat bilateral, regional, dan internasional. Secara bila-
teral, promosi Indonesia terlihat, misalnya, dalam keterlibatan-
nya dalam kasus Myanmar. Pada tingkat regional, Indonesia
menginisiasi dan memasukkan kerja sama regional untuk pro-
mosi dan perlindungan HAM, demokrasi, dan good governance
di ASEAN Political Security Community dan Piagam ASEAN.




Indonesia juga memperlihatkan kepemimpinannya pada tingkat
multilateral dengan melembagakan norma demokrasi dan HAM
melalui Bali Democracy Forum.

Meskipun keterlibatan Indonesia dalam upaya memengaruhi
ketertiban dunia dengan mengaitkan pengalaman demokrasinya
mendapatkan apresiasi internasional, tetapi di dalam negeri
masih menghadapi sejumlah persoalan. Penguatan identitas
demokrasi yang di dalamnya seharusnya juga ada elemen
penyelesaian konflik tanpa kekerasan, penegakan hukum, berku-
rangnya korupsi, dan penghormatan atas nilai-nilai universal
HAM, sebagaimana dinyatakan Hayes dan Elson serta dikutip
Poole, masih belum optimal dilakukan di dalam negeri*.

Upaya ini juga tampak ada ambiguitas antara retorik
dan praktik pada masa Jokowi. Jokowi tidak menolak narasi
demokrasi, Islam, dan HAM dengan tetap meyakinkan ma-
syarakat internasional akan komitmennya, tetapi pada sisi lain
pemerintahnya mengambil langkah yang tidak sejalan dengan
narasi HAM lewat pelaksanaan hukuman mati yang sudah di-
moratorium oleh pemerintah SBY.

Dalam masa pemerintahannya, Jokowi memberikan ke-
baruan dalam politik luar negeri Indonesia dengan identitas
sebagai “Negara Maritim”. Sekalipun sudah ada pengakuan
Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982, tetapi perhatian
pada isu kemaritiman sangat terbatas pada masa-masa peme-
rintahan sebelumnya. Inti dari negara kepulauan terbesar di
dunia ini mengharuskan Indonesia untuk mampu mewujudkan
fungsi sebagai poros maritim dunia (global maritime fulcrum),
karena sebagaimana disampaikan Jokowi di KTT Asia Timur
di Naypyitaw, Myanmar pada 13 November 2015, negara ini




menguasai jalur laut paling strategis antara Samudra Hindia dan
Pasifik.

Untuk mewujudkan cita-citanya sebagai Poros Maritim
Dunia, pemerintah menyusun dokumen yang memuat pedoman
jangka panjang kebijakan kelautan Indonesia dalam Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2017. Ada tujuh pilar utama ke-
bijakan kelautan, yakni pengelolaan sumber daya alam dan
pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan,
dan penegakan hukum serta keselamatan di laut; tata kelola
dan kelembagaan; ekonomi maritim; pengaturan ruang laut dan
perlindungan lingkungan laut; budaya maritim; dan diplomasi
maritim. Dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai Poros
Maritim Dunia, Indonesia berkepentingan menjadikan kawasan
maritim di Indo-Pasifik sebagai zona damai, bebas, netral, serta
membawa kemakmuran bagi semua yang akan dicapai, antara
lain, melalui kerja sama East Asia Summit (EAS), Indian Ocean
Rim Association (IORA), dan ASEAN Outlook on Indo-Pacific
(AOIP). Indonesia juga mendukung penyelesaian damai konflik
Laut China Selatan, yakni dengan mendorong kesepakatan
code of conduct (CoC) Laut China Selatan antara ASEAN dan
Tiongkok.

3.2.2 Merespons Ketidakpastian Lingkungan Strategis

Ketika proses demokratisasi pasca-Soeharto berlangsung,
lingkungan strategis di Indo-Pasifik juga mengalami perubahan.
Selama dua dekade hingga saat ini, kebangkitan Tiongkok, Belt
Road Initiative, konflik Semenanjung Korea, sengketa maritim,
konflik Laut China Selatan, ancaman kejahatan transnasional,
ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, dan pandemi Covid-19
menjadi tantangan bagi tatanan regional pasca-Perang Dingin.
Berbagai perubahan besar tersebut terjadi di bawah bayang-
bayang persaingan kekuatan negara-negara besar di kawasan.




Kompetisi dalam arsitektur keamanan regional baru-baru ini
melibatkan lapisan pertama antara Tiongkok dan AS, yang di-
ikuti dengan lapisan berikutnya melibatkan Jepang, India,
Australia, Inggris, Korea Selatan, dan Korea Utara.

Dalam dinamika hubungan dengan negara besar di kawasan
di atas, Indonesia sebagai negara kekuatan menengah terpe-
ngaruh oleh keberadaannya. Meskipun demikian, sebagai nega-
ra menengah, Indonesia mempercayai dirinya dapat memainkan
peran penting dalam mengelola perubahan tatanan regional.
Merespons tantangan tersebut, pemerintahan SBY dan Jokowi
sama-sama memandang pentingnya membangun ekosistem
perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan®.

Berkaitan dengan itu, setidaknya ada empat fokus utama
yang dapat dilihat dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia
pada masa SBY dan Jokowi.

3.2.2.1 Revitalisasi kekuatan nasional

Indonesia memfokuskan revitalisasi kekuatan nasionalnya pada
dua bidang, yaitu ekonomi dan keamanan. Di bidang ekonomi,
pemerintah hingga saat ini belum menggarap secara optimal
peluang ekonomi di kawasan, terutama dengan dua negara ber-
penduduk terbesar di dunia, yaitu Tiongkok dan India. Indika-
si ini antara lain terlihat dari jumlah Konsulat Jenderal (Kon-
jen) di Tiongkok. Indonesia hanya memiliki 3 (tiga) sementara
Malaysia 6 (enam), Thailand 8 (delapan) dan Singapura 7 (tu-
juh)®. Sementara itu, terkait hubungan dengan India, konektivi-
tas penerbangan langsung baru terbangun sejak pemerintahan
Jokowi, yaitu Indonesia-Mumbai®’.

Di bidang keamanan, peningkatan kapabilitas militer masih
terus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah Indonesia.
Meskipun sudah ada kenaikan anggaran pertahanan, tidak




otomatis berdampak pada peningkatan kapabilitas militer,
terutama akusisi sistem persenjataan modern sebab sekitar
2/3 anggaran pada 2010-2018 lebih banyak pada pengeluaran
terkait kepegawaian®'. Oleh karena itu, distribusi anggaran
pertahanan perlu lebih dialokasikan untuk modernisasi alutsista.
Peningkatan kemampuan militer ini diperlukan untuk mencapai
target MEF tahun 2024, yaitu menjaga kedaulatan dan integritas
wilayah.

Sesuai dengan visi politik luar negeri, yaitu Indonesia se-
bagai poros maritim dunia, cara memandang sistem pertahanan
juga seharusnya berubah. Faktor geografis Indonesia sebagai
negara kepulauan membuat continental based defense yang
berfokus pada kekuatan Angkatan Darat menjadi tidak relevan.
Indonesia sudah seharusnya menggunakan paradigma pertahan-
an kepulauan berdasarkan doktrin maritime based defense yang
menekankan pada kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Uda-
ra. Dua kekuatan tersebut sangat penting karena faktor geografis
negara kepulauan membutuhkan respons cepat terhadap setiap
ancaman yang tidak mungkin dilakukan lewat darat. Perubahan
paradigma ini terlihat pada masa Jokowi, salah satunya melalui
anggaran pertahanan untuk memenuhi kebutuhan MEF sebesar
Rpl121,1 triliun, yang meliputi anggaran matra laut dan udara
masing-masing sebesar Rp17,9 triliun dan Rp93,9 triliun jauh
lebih besar dibandingkan matra darat sebesar Rp9,3 triliun®*.

Embargo produk-produk militer AS dan Uni Eropa pasca-
jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 berdampak serius ter-
hadap kemampuan pertahanan Indonesia'’*. Diversifikasi sum-
ber alutsista menjadi suatu pilihan kebijakan dengan melakukan
kerja sama dengan negara-negara di kawasan, seperti Jepang,
Korea Selatan, India, dan Turki. Diversifikasi ini juga dibarengi
dengan tuntutan transfer teknologi militer agar ke depannya




Indonesia dapat memiliki kemampuan lebih mandiri tanpa men-
jadi kekuatan disruptif.

3.2.2.2 Membangun tata perilaku dan institusi regional/
global

Sejak awal pembentukan ASEAN, Indonesia berpendapat bah-
wa Asia Tenggara harus menjadi kawasan aman dan damai.
Untuk itu, kawasan ini harus bebas dari persaingan kekuatan
negara besar. Hubungan antarnegara besar dikelola melalui
ASEAN dengan melembagakan hubungan antar-major powers,
yaitu dengan membawa mereka ke dalam kerangka dialog, me-
ngatur agenda kerja sama dalam kerangka kerja sama regional,
serta mengikat semua kekuatan di kawasan dalam ikatan kerja
sama untuk mencegah timbulnya dominasi oleh salah satu ma-
jor powers*'. Format kerja sama yang terbentuk adalah ASEAN
Regional Forum (ARF), ASEAN+3, ASEAN Ministerial De-
fence Dialogue, dan KTT Asia Timur (East Asia Summit, EAS),
yang didasarkan pada prinsip tata hubungan antarnegara melalui
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) dan
Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN). Atas ini-
siatif Indonesia, ASEAN kembali menegaskan dua prinsip terse-
but yang tertuang dalam pernyataan para Menlu ASEAN pada 8
Agustus 2020.

Ketika sebagai Ketua ASEAN 2011, Indonesia berhasil
menarik AS dan Rusia untuk resmi bergabung di EAS dan se-
belumnya pada 2005 Indonesia juga menjadi negara yang men-
dukung keanggotaan India di forum tersebut. Pelibatan semua
major power dalam EAS dapat dipandang sebagai strategi untuk
meredam ketegangan, dengan mengubah potensi konflik men-
jadi potensi kerja sama guna terciptanya sebuah keseimbangan




dinamis (dynamic equilibrium) di kawasan, tanpa adanya satu
kekuatan hegemon.

Prinsip sentralitas ASEAN yang dipegang teguh dalam
mengelola hubungan antarnegara besar dalam kenyataannya
juga tidak mudah dipraktikkan di tengah keadaan ASEAN yang
menghadapi persoalan soliditas dan kesatuan**#*. Persoalan ini
tercermin dari ketidakmampuan ASEAN mengeluarkan komu-
nike bersama terkait konflik Laut China Selatan di pertemuan
tahunan Menlu ASEAN di Kamboja (2012) dan Vientiane
(2016), serta menindaklanjuti pelaksanaan Kesepakatan Lima
Poin (Five-Point Consensus) terkait konflik di Myanmar yang
disepakati pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang diinisiasi
Presiden Jokowi di Jakarta pada 24 April 2021.

Meskipun demikian, Indonesia tetap melihat ASEAN dan
Asia Tenggara sebagai bagian strategis kepentingan utamanya.
Indonesia berusaha untuk terus memastikan bahwa ASEAN
tetap memegang kendali dalam pembangunan arsitektur regio-
nal di Indo-Pasifik. Posisi ini terefleksikan pada Januari 2018,
ketika Indonesia menyatakan stabilitas keamanan regional tidak
akan bisa dipisahkan dari peran sentral ASEAN dalam konsep
Indo-Pasifik*. Salah satu keberhasilan Indonesia dalam men-
dorong wacana ini adalah dengan diadopsinya ASEAN Outlook
on Indo-Pacific (AOIP) pada 2019. AOIP merupakan penegasan
posisi ASEAN dalam peranannya untuk menjaga perdamaian,
keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.
Outlook ini mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama
yang terbuka dan inklusif. Empat bidang yang menjadi prioritas,
yaitu maritim, ekonomi, konektivitas, dan pencapaian SDGs.

Gagasan ini menggarisbawahi keberanian Indonesia se-
bagai negara kekuatan menengah dalam bermanuver di tengah
persaingan aspirasi geoekonomi dan geopolitik kekuatan nega-
ra-negara besar. Indonesia juga tidak ikut dalam “Free and Open




Indo-Pacific” Jepang dan AS, Quadrilateral Security Dialogue
(QUAD)-nya AS, Jepang, Australia, dan India, serta AUKUS
pakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris dan AS¥.
Indonesia ingin tetap memelihara strategic autonomy dengan ti-
dak memihak dalam persaingan AS-Tiongkok. Dengan konsepsi
Indo-Pasifiknya, peran Indonesia sebagai norm-builder terlihat
dalam mengelola tatanan Indo-Pasifik dengan inklusif.

Hanya saja, konsep Indo-Pasifik masih perlu dikaji lebih
lanjut. Pemerintah belum mengeluarkan sebuah cetak biru akan
peran sentralitas ASEAN yang diusulkan. Jangan sampai ke-
beradaan Indo-Pasifik justru melemahkan ASEAN yang dalam
konteks kerja sama tersebut seharusnya memiliki peran sentral.
Bagaimana ASEAN bisa bermain sentral kalau sentralitas
ASEAN sendiri saat ini sedang menghadapi tantangan soliditas
dan kesatuan juga menjadi persoalan penting lainnya.

Meskipun ASEAN tetap menjadi pilar utama, politik luar
negeri Indonesia juga mulai memberikan imbangan perhatian
pada negara-negara di kawasan Samudra Hindia. Ini sebagai
bagian dari tekad mewujudkan Indonesia sebagai Poros Mari-
tim Dunia. Kawasan ini dipandang sangat strategis sebagai
penghubung Asia-Afrika dan jembatan menuju Eropa. Potensi
kerja sama ekonomi juga menjadi bagian kepentingan Indone-
sia untuk melakukan investasi dan perdagangan. Pentingnya
kawasan Samudra Hindia dalam politik luar negeri Indonesia
dapat dilihat dari keikutsertaan Indonesia dalam Indian Ocean
Rim Association (IORA).

Diplomasi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah
memiliki karakter utama menjembatani berbagai perbedaan
dan menjadi bagian dari solusi. Indonesia konsisten berupaya
membangun koalisi untuk memperkuat paradigma kerja sama
yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Karakter dan
peran ini semakin terlihat di tengah terus meningkatnya rivalitas




dan sikap proteksionisme yang terjadi bahkan selama pandemi
Covid-19. Indonesia sangat aktif mendukung upaya penanganan
pandemi dan secara konsisten memperjuangkan prinsip vaksin
sebagai public goods, akses setara, aman, dan harga terjangkau.
Ada tiga resolusi terkait kesehatan/pandemi yang diinisiasi
Indonesia di PBB, yaitu (1) Global Solidarity to fight Covid-19;
(2) Global Health and Foreign Policy: Strengthening Health
System Resilience through Affordable Healthcare for All; dan
(3) International cooperation to address challenges faced by
seafarers as a result of the Covid-19 pandemic to support global
supply chains. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk dapat
lebih berkontribusi bagi perdamaian dan isu kemanusiaan
dunia, menjelang akhir 2019, Indonesia juga telah meluncurkan
Indonesian-AID yaitu dana kerja sama pembangunan.

3.2.2.3 Membangun Kemitraan Strategis dan Komprehensif

Di samping menekankan akan pentingnya regionalisme dan
multilateralisme, Indonesia juga meningkatkan fokusnya untuk
membangun hubungan bilateral dengan negara-negara kunci
di kawasan dalam bentuk Kemitraan Strategis dan Kemitraan
Komprehensif. Pada 1999-2014, Indonesia menandatangani
86 perjanjian bilateral pertahanan serta kesepakatan keaman-
an dan kemitraan dengan 31 negara, termasuk dengan negara-
negara besar di kawasan, seperti AS, Tiongkok, Jepang, Rusia,
dan India. Kemitraan strategis juga terwujud dalam kerjasama
ekonomi melalui perjanjian perdagangan Indonesia dengan
negara-negara mitra. Per Oktober 2021, Indonesia memiliki 23
CEPA/PTA/FTA/Economic Agreement dan 10 lainnya sedang
dalam proses perundingan.

Kemitraan ini banyak dibangun pada masa pemerintahan
SBY, sedangkan Jokowi terlihat lebih banyak melanjutkan ke-
bijakan tersebut. Meskipun demikian, di samping memperkuat




secara normatif kemitraan strategis sebelumnya, seperti yang
dilakukannya dengan Jepang pada 15 Januari 2017 melalui
“Japan-Indonesia Joint Statement on Strengthening Strategic
Partnership”, Jokowi juga mengakselerasi sejumlah imple-
mentasi kemitraan strategis dan komprehensif yang belum
optimal*346¢,

Berbeda dengan SBY, Jokowi cenderung mengaitkan
implementasi kemitraan tersebut dengan isu-isu praksis yang
menjadi kepentingan nasional dan kepentingan bersama de-
ngan negara mitra, yaitu isu-isu yang terkait dengan keamanan,
keselamatan, dan pembangunan maritim. Melalui penguatan
kemitraan strategis dan komprehensif ini, Jokowi tidak hanya
mampu lebih mempererat hubungan baik secara bilateral dengan
negara-negara kunci di kawasan, seperti Jepang, Tiongkok, dan
India, tetapi juga bisa menarik manfaat dari persaingan di antara
mereka. Pemberian izin pembangunan industri perikanan di 6
(enam) pulau terluar (Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa,
dan Biak) ke Jepang, izin pembangunan pelabuhan di Sabang ke
India, serta izin pembangunan kereta api cepat Bandung—Jakarta
ke Tiongkok menjadi indikasi atas kemampuan Indonesia me-
nentukan arah hubungan bilateral dengan negara-negara besar di
kawasan untuk kepentingan nasionalnya®.

3.2.2.4 Membangun kerja sama sesama kekuatan menengah

Keterbatasan kapasitas menjadi salah satu faktor pendorong ne-
gara kekuatan menengah melakukan network diplomacy dengan
sesamanya. Keterlibatan Indonesia di MIKTA (Meksiko, Korea
Selatan, Turki, dan Australia) merupakan salah satu wujud pe-
rannya sebagai negara kekuatan menengah. MIKTA yang ter-
bentuk pada 2013 merupakan salah satu inisiatif middle power
dari lima negara anggota G20. Pembentukan forum ini selain
bertujuan untuk menjembatani kelompok G7 dan BRICS, juga




bertujuan untuk ikut terlibat dalam “global governance”. Se-
bagaimana MIKTA Vision Statement menyatakan bahwa “...
what brings these geographically and culturally divergent na-
tions together is a necessity to coordinate within G20 and be-
yond™.

Kerja sama yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun
ini dalam perkembangannya dipandang lambat, misalnya jika
dibandingkan dengan BRICS. Salah satu penyebabnya adalah
adanya perbedaan perilaku sesama negara kekuatan menengah.
Australia dan Indonesia, misalnya, perbedaannya terlihat dalam
inclusive institutional balancing yang dilakukan Indonesia
dengan konsepsi AOIP, sedangkan Australia melakukan hard
balancing terhadap Tiongkok dengan QUAD dan AUKUS.
Di samping itu, Turki di bawah pemerintahan Presiden Recip
Tayyip Erdogan yang cenderung otoritarian membuat koalisi
negara demokrasi dalam MIKTA menjadi problematik.




IV. KESIMPULAN

Dari perjuangan melawan penjajahan hingga pemeliharaan
perdamaian dan stabilitas di kawasan dan mempromosikan
demokrasi, Indonesia secara konsisten memainkan peran aktif
dalam percaturan politik internasional. Aktivitas politik luar
negeri Indonesia sebagai negara kekuatan menengah pada masa
pemerintahan SBY dan Jokowi sangat dipengaruhi oleh pening-
katan kemampuan material dan ideational resources. Namun,
kemampuan material ini tidak selalu menjadi faktor mutlak da-
lam perilaku aktivitas politik luar negeri Indonesia. Keterbatasan
kapabilitas material tidak menghalangi kemampuan kekuatan
inisiatif Indonesia, menjembatani perbedaan, dan menyatukan
berbagai pihak menuju common interests. Di samping penggu-
naan kapabilitas nasional, dalam memproyeksikan diri sebagai
kekuatan menengah Indonesia juga sering kali menggunakan
platform ASEAN.

Kebangkitan politik luar negeri Indonesia sebagai negara
kekuatan menengah pada masa SBY dan Jokowi setidaknya
dapat dilihat pada dua hal, yakni dalam hal mempromosikan
demokrasi, HAM, Islam, dan negara kepulauan, serta merespons
perubahan lingkungan strategis kawasan. Terkait dengan yang
terakhir, ada empat fokus utama yang dilakukan, yakni revita-
lisasi kekuatan nasional, membangun tata perilaku dan institusi
regional/global, membangun kemitraan strategis dan kompre-
hensif, serta kerja sama sesama negara kekuatan menengah.

Namun, sebaik apa pun strategi melalui pendekatan internal
dan eksternal tersebut, jika dalam pelaksanaannya terkendala
oleh masalah internal dan kurang didukung oleh strategi yang
piawai, usaha Indonesia untuk secara aktif berperan dalam per-
caturan global menemukan hambatan serius. Inisiatif-inisiatif




yang acap dilontarkan Indonesia tanpa diikuti implementasi yang
konsisten juga hanya terkesan untuk sekedar menampilkan citra.
Jika hal tersebut kemudian tidak disertai kapabilitas domestik
untuk mewujudkannya, hasilnya malah akan memperburuk citra
Indonesia sendiri.

Di samping strategi normatif sebagai negara kekuatan
menengah yang telah berhasil dimainkan perannya, Indonesia
juga perlu meningkatkan sumber daya material agar dapat men-
jalankan strategi fungsional yang hasilnya lebih terukur. Dengan
demikian, Indonesia bisa memadukan strategi normatif dan
fungsional dalam menjalankan peran sebagai negara kekuatan
menengah.

Indonesia perlu secara serius memperkuat identitas dengan
tidak melihat kepentingan jangka pendek serta didukung oleh
kapabilitas domestik yang kuat. Terkait hal tersebut, pelibatan
pemangku kepentingan juga diperlukan sehingga ada legitimasi
lebih kokoh untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri
di masa depan.




V. PENUTUP

Keberadaan negara-negara kekuatan menengah dalam hubung-
an antarnegara merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan.
Bukan hanya faktor posisi menengah dalam struktur internasio-
nal, melainkan kelompok negara-negara menengah memiliki
kekhasan dalam merespons dan memengaruhi tatanan internasio-
nal dengan menampilkan diri sebagai constructive power. Da-
lam hal ini, negara kekuatan menengah yang memainkan peran
sebagai pemimpin regional bisa memainkan peran besar dalam
mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia
sebagai negara terbesar dan “natural leader” di kawasan, perlu
terus menjaga ASEAN karena ASEAN tanpa peran aktif Indone-
sia akan menjadi lemah.

Sekalipun ada perilaku tertentu yang menjadi karakteristik
negara kekuatan menengah, tetapi perilaku-perilaku tersebut
juga bisa berubah dan berbeda. Hal itu karena ada dimensi
kontekstual sosial dengan mexus domestik dan internasional
yang memengaruhinya. Oleh karena itu, perlu studi-studi lebih
lanjut mengenai politik luar negeri negara kekuatan menengah
di masa depan—termasuk di dalamnya studi lebih lanjut tentang
politik luar negeri kekuatan negara menengah Indonesia dengan
identitasnya sebagai negara kepulauan. Jokowi sudah menya-
takan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan
diplomasi dan membangun kerja sama internasional, tetapi
operasionalisasi konsep tersebut dalam diplomasinya masih ter-
lihat bersifat terbatas pada hubungan bilateral dan belum banyak
diterapkan pada hubungan multilateral yang menjadi pilar pokok
diplomasi negara kekuatan menengah.
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